PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINASKOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Y ogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi @jogjakota.go.id
HOTLINE SMS: 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Tribun Jogja

: Kamis Tanggal: 07 Mei 2026

Untuk pengadu-
an masuk ada
182. Tetapi dari
semua pengadu-
an, belum semu-
anya berproses
hukum. Sampai
hari ini (kemarin),
ada sekitar 50
orang yang sejak
awal asesmen
memang mengi-
nginkan pendam-
pingan hukum.

Layangkan Petisi ke UGM

GELOMBANG  kekecewaan
. orang tua korban dugaan kekerasan
dan penelantaran anak di Little Ares-
ha Daycare kian memuncak. Tak ha-  Dr.
nya menempuh jalur hukum pidana,
para orang tua kini resmi menginisi-
asi petisi yang ditujukan képada Uni-
versitas Gadjah Mada (UGM).

Langkah ini diambil sebagai ben-

YOGYA, TRIBUN - Ratusan aduan terkait
kasus kekerasan di Daycare Litde Aresha di-
terima Unit P na Teknis Perl!

Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Yog
yakarta. Sebanyak 50 orang tua korban

membulatkan tekad membawa kasus ini ke
meja hijau.

Kepala UPT PPA Kota Yogyakarta, Udiyati Ar-
diani, mengatakan, hingga kini sudah ada 182
pengaduan yang diterima pihaknya terkait in-
siden tempat penitipan anak yang berlokasi di
Kemantren Unibulharjo tersebut. Dari total 182
pengaduan, UPT PPA telah melakukan ases-
men terhadap 130 orang tua, namun baru
sekitar 50 orang tersebut yang meminta
pendampingan hukum.

“Untuk pengaduan masuk ada 182.
Tetapi dari semua pengaduan, belum
semuanya berproses hukum. Sam-
pai hari ini (kemarin), ada sekitar 50
orang yang sejak awal asesmen me-
mang menginginkan pendampingan
hukum,” jelasnya, Rabu (6/5),

" Guru Banting Setir
Jadi Pegawai SPPG

KETUA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD) Kulon Progo, Aris Syarifuddin,

menyoroti masalah pengunduran diri 18

guru nonaparatur sipil negara (ASN), karena
menmilih bekerja di tempat lain.
Fenomena ini disebut menjadi Hal
masalah serius di dunia pendi-
dikan, apalagi dengan adanya
isu kesejahteraan guru.
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tuk protes atas sikap institusi
yang dinilai kurang tegas terha-
dap salah satu dosen aktifnya,
Cahyaningrum ~ Dewojati,
yang diketahui menjabat sebagai
penasihat di struktur organisasi
yayasan daycare tersebut.
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Materi aduan yang disam-
paikan para orang tua seba-
gian besar me berkaitan
dengan dugaan kekerasan
fisikk maupun penelantaran
yang menimpa anaknya. Kor-
bannya pun beragam, mulai
dari anak-anak yang masih
aktif saat penggerebekan
pada 24 April 2026 lalu, hing-
ga mereka yang sudah lama
lulus dari daycare tersebut.

“Hari kitabuka

karta, Rabu (6/5).

Ada poin Krusial yang dite-

kankan oleh para orang terka-
it proses hukum yang sedang
berjalan, yakni penggunaan
pasal berlapis bagi para ter-
sangka, bukan sekadar pasal
gabungan. Bagi para orang
tua, perbedaan tersebut sa-
ngat signifikan untuk me-
mastikan sanksi yang lebih
berat, sekaligus efek jera bagl

“Semoga komitmen dari ku-
asa hukum itu bisa terwujud.

kami bertemu secara resmi
dengan para orang tua. Kami
membentuk Tim Hukum Pe-
duli Anak Kota Yogyakarta
karena jika hanya mengan-
dalkan UPT PPA, jumlah per-
sonel tentu tidak memadai,”
ujarnya.

la pun menegaskan, selu-
ruh layanan advokasi dibe-
rikan secara pro bono atau
cuma-cuma tanpa dipungut
biaya sepeser pun hingga ka-
sus hukum te-

terhadap warga Yogyakarta,”
jelasnya.

Terkait potensi penambah-
an pasal di luar kekerasan
dan penelantaran anak yang
saat ini tengah didalami pe-
nyidik Polresta Yogyakarta,
Deddy menyebut hal itu sa-
ngat bergantung pada pem-
buktian dan keterangan
saksi-saksi di lapangan.

Kebut pemeriksaan
Scmcmara ltu penyidik

tap atau inkracht. Langkah ini
d

Pasal yang bukan
pasal

pintu untuk advokasi proses

tapi personal
(berlapis). Jadi tidak meng-

Meski ja]url-mlnnntcmsdi-
kejar, UPT PPA menekankan,
fokus utama tetap pemulih-
an trauma, mengingat tidak
semua orang tua langsung
memilih jalur hukum kare-
na masih fokus pada kondisi
mental sang anak. “Yang me-
reka butuhkan saat ini ada-

layanan psikologis lanjutan,”
jelasnya. ;

Ardiani pun menyatakan,
masih membuka pintu bagi
orang tua lain yang ingin
melapor, walaupum intensi-
tasnya mulai turun diban-

“Masih kita dalami dan
dampingi. Kami masih mem-
buka help desk, layanan ma-
sih ada, meski di hari Senin
kemarin jumlahnya sudah
tidak sebanyak minggu-ming-
gu pertama,” ujarnya.

Salah satu orang tua kor-
ban, Noorman Windarto,
mengungkapkan, péndam-
pingan hukum ini merupakan
tindak lanjut dari arahan Wali
Kota Hasto Wardoyo. Nanti-
nya, pendampingan hukum
bagi para korban akan difasi-
litasi satu pintu melalui Unit
Pelaksana Teknis Perlindung-
an Perempuan dan Anak (UPT
PPA).

“Kami dikumpulkan oleh
Pemkot untuk diberikan
arahan terkait fasilitas pen-
dampingan hukum. Saya

" selaku salah satu orang tua

murid yang jadi korban akan
menggunakan fasilitas ini,”
ujarnya, di Balai Kota Yogya-

ambil batas

men kami mengapa meng:
ambil fasilitas (hukum) ini,”

tegasnya.

Selain hukuman pidana,
para orang tua juga mulai
melirik hak restitusi atau
ganti rugi bagi para korban
sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang. Noorman

ber-

lengan
dari berbagai mitra strategis
seperti Peradi Kota Yogyakar-
ta, PKBH Universitas Ahmad
Dahlan, hingga aktivis pe-
mnpuan dan anak dari Rifka

'nm hukum tidak hanya

}mng menjadi bidikan utama
ini.

Pertuma, pertanggungja-
waban personal bagi penga-
suh maupun pengelola yang

sama lcmbag; Perlindung-
an Saksi dan Korban (LPSK)
akan

diduga UU Perlin-
dungan Anak, KUHP, serta
UU Kesehatan. Kedua, tim

ini bukan semata-mata soal
uang, melainkan tanggung
jawab pelaku terhadap masa
depan anak-anak yang ter-
dampak. “Kami akan meng-
ambil poin itu. Dari LPSK me-

nyatakan akan membuatkan .

indikator atau komponen dpa
saja yang bisa masuk dalam
hak restitusi, misalnya biaya
kesehatan dan proyeksi masa
depan anak seperti apa,” je-
lasnya.

Bentuk tim

Di bawah koordinasi Peme-
rintah Kota (Pemkot) Yogya-
karta, langkah hukum formal
kini resmi dimulai melalui
pembentukan Tim Hukum
Peduli Anak Yogyakarta. Para
orang tua pun menandata-
ngani surat kuasa pendam-
pingan hukum untuk menga-
wal kasus yang menyedot
perhatian publik sejak peng-
gerebekan di Sorosutan, Ke-
mantren Umbulharjo, akhir
April lalu.

Ketua Tim Kerja Bantuan
Hukum dan HAM Bagian Hu-
kum Setda Kota Yogyakarta,
Saverius Vanny Noviandri,
menyatakan, pertemuan ini

meruj tindak lanjut dari -

ipakan
arahan Wali Kota untuk me-
mastikan negara hadir bagi

para korban.
“Ini kesempatan perdana

akan legalitas ya-
yasan yang menaungi Little
Aresha.

Poin ketiga yang tak kalah
penting adalah pemenuhan
hak restitusi, di mana tim
‘hukum berkomitmen meng-
gandeng Lembaga Perlin-
dungan Saksi dan Korban
(LPSK) agar para korban
mendapatkan ganti rugi atas
kerugian materiil maupun
psikologis yang diderita.

“Kami juga melihat pe-
luang penerapan pidana
korporasi. Jika memenuhi
syarat, langkah hukum bisa
mengarah pada ganft rugi
hingga pembubaran korpo-
rasi atau yayasan tersebut,”
tegasnya.

Senada, Ketua Tim Hu-
kum Peduli Anak Yogyakar-
ta, Deddy Sukmadi, menje-
laskan, proses hukum saat
ini masih dalam tahap pe-
ngumpulan kuasa dan ana-
lisa pasal demi pasal. Pihak-
nya mengaku sedang memi-
lah setiap peristiwa hukunt
yang dialami para korban
Little Aresha Daycare untuk
mcnentukan unsur pidana
yang tepat.

“Setiap lndlvldu punya
hak untuk meml
asa atau tidak, kami tldak
memaksa. Namun, Pemkot
menawarkan bantuan ini
sebagai bentuk

pemcnksaan terhadap saksi
korban dugaan kekerasan
terhadap anak di Daycare
Little Aresha Yogyakarta.

mempunyai waktu 60 hari
untuk menyelesaikan berkas

Kanit Perlindungan Perem-
puan dan Anak (PPA) Polresta
Yogyakarta, Iptu Apri Sawitri,
mengatakan hingga saat ini
total ada 61 saksi korban
yang diperiksa, terdiri dari
para orang tua yang anaknya
menjadi korban dugaan keke-
rasan di Daycare Little Ares-
ha. “Total sudah ada 61 saksi
yang diperiksa, kalau untuk
hari ini masih berlangsung,”
katanya, saat dikonfirmasi,
Rabu (6/5).

Dia menyampaikan, Unit
PPA Polresta Yogyakarta ma-
sih fokus menangani kasus
dugaan kekerasan terhadap
anak. Dalam hal ini 11 peng-
asuh yang diduga melaku-
kan tindak kekerasan terha-
dap anak di daycare tersebut
masih diproses.

Adapun, dua tersangka
lainnya yakni kepala seko-
lah dan ketua yayasan Lit-
tle Aresha tidak menutup
kemungkinan akan diako-
modasi melalui pasal kor-
porasi. Apri menyampaikan,
para pengasulr terancam
hukuman pidana lima tahun
‘penjara. Sesuai ketentuan
undang-undang, tersang-
ka dengan ancaman pidana
lima tahun tidak bisa diper-
panjang masa penahanan di
pengadilan.

Sehlngga pihak kepolisian
harus mempercepat proses
pemeriksaan saksi-saksi
untuk pemberkasan kasus.
“Di mana pengasuh ini kan
ancaman pidananya lima ta-
hun. Lima tahun itu penaha-
nannyp tidak bisa diperpan-

+jang di pengajilan. Sehingga’
dari kepolisian sendiri hanya

- punya waktu 60 hari. 20 hari

penahanan dari kepolisian,
40 hari kami perpanjang,”
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